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PUTUSAN
Nomor  784/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH   AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai 

berikut dalam perkara :

CV. MAHADANA SURAYA, beralamat di Jalan Tegalsari Nomor: 58, 

Surabaya, diwakili Henry Satria Lim, selaku Direktur, dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada : ANTHONY LIM, Manager Marketing, beralamat 

di Jalan Petojo Selatan V/4A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal 26 Desember 2012.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat;

                                melawan  :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot 

Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1 CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, 

Direktorat Jenderal Pajak.

2 BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, 

Direktorat Keberatan dan Banding.

3 HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, 

Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan 

Banding.

4 SARY LAVININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan 

Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan 

Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

No. SKU-1157/PJ./2013 tanggal 12 Juni 2013.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon 

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan 

kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 26 September 2012 No. Put. 40279/
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PP/M.X/99/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan 

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut  :

LATAR BELAKANG HISTORIS

Bahwa Penggugat ini adalah pengusaha kecil yang bergerak dalam bidang usaha jasa 

percetakan dan pada Tahun 2009 baru mulai mendapat order barang kertas kemas, karena 

itu konsentrasi Penggugat adalah :

• Bagaimana memproduksi order-order barang-barang jasa kertas kemas yang 

dipercayakan kepada Penggugat,

• dan bagaimana mencari pasar atas hasil produksi Penggugat;

Bahwa sebelum Tahun 2010 diri Penggugat ini memang belum ada pembinaan secara 

komprehensif dibidang perpajakan dari Tergugat terhadap Penggugat yang :

• Masih betul-betul awam dibidang pengetahuan perpajakan yang peraturannya saja 

sering berubah-ubah, disisi lain masalah perpajakan cukup rumit dan kompleks 

sifatnya,

• Pmbinaan dari Tergugat hanya bersifat sepotong-potong dan petugas-petugas yang 

melakukan pembinaan secara sepotong-sepotong tersebut sering berganti-ganti, 

nasehat arahannya sering kali membingungkan dan Penggugat belum mengerti dan 

belum berhubungan langsung dengan pihak Account Representative,

• Akibat semua itu dalam pengisian SPT 1107 Tahun 2009 mungkin saja terdapat 

kekhilafan Penggugat, tetapi untuk formulir 1107 A dan 1107 B tetap dilaksanakan 

apa adanya dan telah dilaporkan semuanya dengan baik dan benar oleh Penggugat, 

bahkan sudah diperiksa/diteliti dan dibenarkan oleh AR Bapak A. Ghofar;

Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2009 

Bahwa Tergugat I melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00012/ 

207/09/607/10 tanggal2 September 2011 menetapkan kurang bayar Pajak Pertambahan 

Nilai bagi Penggugat sebesar Rp. 147.613.452,00 dengan cara menghitung hanya dengan 

mengikuti alur formulir 1107 belaka, padahal seharusnya, Tergugat I wajib 

mempertimbangkan alur hitungan formulir 1107A & 1107B yang notabene hanya ketemu 

angka lebih bayar Rp.16.404.596,00 dengan uraian sebagai berikut :

Bulan Desember

1107 A Pajak Keluaran :

PT. ALFA GAS .......................................................................... PPn...Rp.   3.136.363,20

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :
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1107 B Pajak Masukan :

PT. FORINDO PRIMA PERKASA ...........................................PPn...Rp.   5.659.340,00

PT. FORINDO PRIMA PERKASA ...........................................PPn...Rp.   3.399.000,00

PT. FORINDO PRIMA PERKASA ...........................................PPn...Rp. 10.320.120,00

PT. VERONA MULTI KIMIA ABADI..................................... PPn...Rp.      162.500,00

.....................................................................................................          Rp. 19.540.960,00

Jadi lebih bayar Rp. 16.404.596,80

Bahwa terdapat lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai Desember 2009 sebesar Rp. 

16.404.596,80 itu adalah sudah betul-betul benar dan valid;

Bahwa Tergugat I mengakui bahwa Penetapan Pajak Kurang Bayar Masa Desember 2009 

sebesar Rp. 147.613.452,00 yang dibebankan kepada Penggugat didasarkan pada alasan :

• Karena Penggugat tidak hadir dalam rapat penutupan Hasil Pemeriksaan dan 

dengan alasan itu Tergugat I menganggap diri Penggugat ini setuju dengan 

penetapan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar Desember 2009 sebesar Rp. 

147.613.452,00,

• Dan serta merta diterbitkan Surat Paksa Nomor: 00000001/WPJ.11/ KP/0504/2011 

tanggal 5 Januari 2011 agar Penggugat membayar sesuai Surat Paksa tersebut;

Bahwa Penggugat tidak hadir dalam pembahasan Hasil Pemeriksaan tersebut karena 

bukannya Penggugat ini mengabaikan panggilan untuk pembahasan Hasil Pemeriksaan 

dulu itu, tetapi lebih disebabkan :

• Karena sebab Penggugat ini memang menunggu pemberitahuan lewat telephone 

yang dijanjikan oleh Petugas Tergugat I bernama Dadang Hidayat tersebut,

• Namun pemberitahuan via telephone yang Penggugat tunggu-tunggu tidak pernah 

ada;

Bahwa setelah mendapat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan maka Penggugat datang 

ke tempat Pemeriksa Petugas Tergugat I bernama Dadang Hidayat, tapi tidak bertemu 

dengan Pemeriksa Pajak (DH), oleh petugas lainnya disarankan agar Penggugat datang ke 

ruangan AR, tetapi di  ruangan AR  tersebut :

• Ternyata tidak dibahas Hasil akhir pemeriksaan melainkan hanya membahas Pajak 

Laporan Hasil Penjualan dan Pajak Laporan Hasil Pembelian, dan menurut 

pengertian Penggugat itu adalah sudah sama maksudnya,
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• Tetapi Tergugat I tetap pada pendiriannya dan bahkan mengeluarkan Penetapan 

Pajak Kurang Bayar Masa Desember 2009 sebesar Rp.147.613.452,00 dan Surat 

Paksa Nomor:  000001/WPJ.11/KP/0504/2011 tanggal 5 Januari 2011;

Bahwa Tergugat I melalui Petugasnya bernama Dadang Hidayat menyatakan bahwa 

1000% (seribu) hitungan Tergugat I benar berdasarkan alur hitungan dari formulir 1107 

belaka, padahal itu salah/keliru dan sebelumnya pernah menyatakan kepada Penggugat 

bahwa nantinya di dalam pemeriksaan angka nilai bisa terlalu besar, berkali-kali diperiksa 

sampai ketemu kebenarannya;

Bahwa dengan itikad baik Penggugat telah melakukan pembayaran pajak sebesar Rp. 

47.304.964,00 ditambah angsuran Rp. 3.000.000,00 sebanyak 7 kali, sehingga total telah 

dibayar Rp. 68.304.964,00 dan sebagian tagihan Surat Paksa Nomor: 000001/WPJ.11/

KP/0504/2011 tersebut;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Penggugat mengajukan permohonan pembatalan terhadap 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Desember 2009 sebesar Rp. 147.613.452,00 

tetapi ditolak oleh Tergugat II dengan Surat Penolakan Nomor: KEP-1952/WPJ.11/2011 

tanggal 7 Desember 2011;

Bahwa sebagai akibat dan tindakan Tergugat I dan II tersebut Penggugat merasa 

dirugikan, sehingga memilih penyelesaian dengan mengajukan gugatan di Pengadilan 

Pajak ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas sudilah kiranya Majelis berkenan 

memeriksa  perkara Gugatan ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI : 

Bahwa memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan dengan Surat Paksa 

berkaitan dengan Penetapan Besamya Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar Masa 

Desember 2009 sebesar Rp. 147.613.452,00 yang ditentukan dengan secara sepihak oleh 

Tergugat I hingga perkara gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA : 

Bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa menyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, tidak berkekuatan 

hukum, tidak berkekuatan pembuktian, tidak mempunyai kekuatan berlaku/diberlakukan 

serta tidak mempunyai kekuatan mengikat, masing-masing :

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00012/207/09/607/10 tanggal 2 

September 2010 tentang penetapan Pajak Kurang Bayar bagi Penggugat Masa 

Desember 2009 sebesar Rp. 147.613.452,00,
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• Surat paksa Nomor: 0000001/WJP.11/KP.0504/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan 

berisi perintah agar diri Penggugat ini segera membayar kepada Tergugat I Pajak 

Pertambahan Nilai Masa Desember 2009 sebesar Rp. 147.613.452,00;

Bahwa memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan penghitungan ulang terhadap 

Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2009 dengan mengikuti alur hitungan formulir 

1107A dan formulir 1107B;

Bahwa menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya 

perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal                 26 

September 2012 No. Put. 40279/PP/M.X/99/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Menyatakan menolak permohonan Gugatan Penggugat terhadap keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: KEP-1952/WPJ.11/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang 

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 

00012/207/09/607/10 tanggal 2 September 2010, atas nama: CV. Mahadana Suraya, 

NPWP 01.510.502.6-607.000, beralamat di Jalan Tegalsari Nomor: 58, Surabaya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak tanggal 26 September 2012 No. Put. 40279/PP/

M.X/99/2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 

Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan 

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2012, 

diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak 

pada tanggal 26 Desember 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Desember 2012.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah 

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Mei 2013, kemudian 

terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Pajak tanggal 21 Juni 2013.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-

alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 
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2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka 

permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan  

peninjauan kembali yang  pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Karena sebab permenkeu No. 199/PMK.03/2007 Juncto No. 21/PMK.03/2008 oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Pajak & Dirjen Pajak “ DIPAHAMI / DIPANDANG 

SEOLAH-OLAH ITU BERDIRI SENDIRI ATAU TIDAK BERKAITAN DENGAN 

PER-UU PERPAJAKAN LAINNYA & SEOLAH-OLAH TIDAK BERKAITAN 

SATU SAMA LAIN DENGAN PRAKTEK HUKUM / PRAKTEK PERADILAN 

YANG DIJALANKAN OLEH KEKUASAAN KEHAKIMAN BESERTA BADAN-

BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA, yakni :

1.1 Pokoknya Penggugat (WP) tidak menggunakan haknya untuk hadir dalam 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau cuma menugaskan karyawatinya 

bernama Giok Me “ TAPI TIDAK DIBEKALI SURAT KUASA “ & tidak 

mengajukan keberatan sebanyak 2 (dua) kali, tetapi hanya mengajukan keberatan 

1 (satu) kali belaka ;

1.2 Maka hilanglah sudah peluang hukum bagi Penggugat (WP) ini untuk meminta 

pembatalan atau pengurangan atas ketetapan pajak yang tidak benar yang 

terlanjur ditetapkan oleh Kepala KPP Pratama Surabaya – Tegalsari (Termohon 

PK-I / Tergugat I ) dan itu lalu digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan pajak 

tersebut :

a. Untuk tidak perlu memeriksa substitusi atas gugatan Pemohon PK/ Penggugat 

(WP) ini ;

b. Dan digunakan sebagai alasan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh 

Pemohon PK/Penggugat (WP) ini ;

2. Kesalahan berat sangat fatal / kekeliruan besar sangat fatal yang dilakukan oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Pajak & Dirjen Pajak tersebut, bisa kami / Pemohon PK (Semula 

Penggugat) ungkap melalui perbandingan-perbandingan hukum/praktek peradilan yang 

dijalankan oleh Mahkamah Agung RI dan peradilan-peradilan dibawahnya, yakni :

2.1 Meski Pihak yang kalah dalam perkara ditingkat PN atau ditingkat banding “ 

TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MENGAJUKAN BANDING / 

TIDAK MENGAJUKAN KASASI DALAM TEMPO 14 HARI YANG 

DIBERIKAN UU “ tetapi itu :
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a. Tidak serta-merta hilang peluang pihak yang kalah dalam suatu perkara 

ditingkatkan PN / ditingkat banding tersebut ;

b. Sepanjang pihak yang kalah dalam perkara ditingkat PN & ditingkat banding 

itu “SEMISAL BISA MENUNJUKKAN KEBERADAAN KESALAHAN 

HAKIM PN & HAKIM BANDING YANG SANGAT NYATA“, maka pihak 

yang kalah dalam perkara ditingkat pertama & ditingkat banding tersebut, 

maka:

b.1 Pihak yang kalah dalam suatu perkara ditingkat PN & ditingkat banding 

tersebut masih punya peluang hukum untuk meminta dibatalkannya 

keputusan ditingkat PN atau di tingkat banding yang salah / yang keliru 

sangat nyata tersebut ;

2.2 Melalui upaya-upaya hukum luar biasa berupa P.K terhadap putusan pengadilan 

yang sudah berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung RI, yang notabene :

a. Mahkamah Agung RI A QUO pasti mau memeriksa substansi gugatan atas 

perkara pihak yang dikalahkan tersebut dan membatalkan putusan yang sudah 

inkrach ditingkat PN/ditingkat banding tersebut ;

b. Dan mengadili sendiri di tingkat PK. yang berbeda dengan pertimbangan 

hukum & dengan amar putusan yang sudah inckrach ditingkat PN atau 

ditingkat banding tersebut ;

2.3 Seharusnya pemahaman/pengertian –pengertian seperti itulah yang harus 

ditetapkan oleh Majelis Hakim X Pemeriksa gugatan Pemohon PK/Penggugat 

(WP) in ;

3. Kalau ditelaah dengan secara cermat dan secara cerdas dan dibandingkan dengan per – 

UU dibidang perpajakan “MAKA PERMENKEU NO. 199/ PMK.03/2007 & 

Permenkeu No. 21/PMK.03/2008“, adalah tidak berdiri sendiri, tapi adalah berkaitan 

erat dengan PER-UU dibidang perpajakan lainnya, yakni :

3.1 Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan Pasal 36 yang terdiri dari beberapa ayat : “ DAN MASING-MASING 

AYAT DALAM RUANG LINGKUP PASAL 36 TERSEBUT MERUPAKAN 

AYAT-AYAT YANG BERDIRI SENDIRI & TIDAK SALING 

BERGANTUNGAN ANTARA AYAT YANG SATU & AYAT YANG 

LAINNYA “ yang mengatur kewajiban Dirjen Pajak karena jabatannya mulai 

timbul “ ADALAH DALAM KEADAAN-KEADAAN ATAU DALAM 

KONDISI-KONDISI PERPAJAKAN YANG SEPERTI APA TANPA DIMINTA 

OLEH WAJIB PAJAK HARUS/ WAJIB MENGURANGKAN/ 
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MEMBATALKAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR /

YANG KELIRU “, adalah sudah diatur & sudah ditetapkan menurut ayat-ayat 

dalam ruang lingkup Pasal 36 tersebut, yang dirinci sebagai berikut :

a. Menurut amanat ayat (1) huruf a Pasal 36 telah diatur :

 Bahwa dalam hal sangsi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan 

yang terutang sesuai ketentuan Peraturan perundang-perundangan perpajakan 

disebabkan karena kesalahan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib 

pajak, maka “ DIRJEN PAJAK KARENA JABATANNYA WAJIB 

MENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN SANGSI ADMINISTRASI 

BERUPA BUNGA, DENDA ATAU KENAIKAN YANG TERUTANG 

TERSEBUT “;

b. Menurut amanat ayat (1) huruf b Pasal 36 telah diatur :

Bahwa dalam hal ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Kantor pajak 

tidak benar / terdapat kekeliruan sangat prinsipil maka “ MESKI TIDAK 

DIMINTA OLEH WAJIB PAJAK MAKA DIRJEN PAJAK, MAKA DIRJEN 

PAJAK KARENA JABATANNYA WAJIB MEMBATALKAN ATAU 

MENGURANGKAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK 

BENAR ATAU YANG KELIRU SECARA SANGAT PRINSIPIL 

TERSEBUT “;

c. Menurut amanat ayat (1) huruf c Pasal 36 telah diatur :

Bahwa dalam hal surat tagihan pajak yang dibuat oleh kantor pajak 

sebagaimana dimaksud pasal 14 UU KUP yang tidak benar / keliru : “ MAKA 

MESKI TIDAK DIMINTA OLEH WAJIB PAJAK, MAKA DIRJEN PAJAK 

KARENA JABATANNYA WAJIB MEMBATALKAN ATAU 

MENGURANGKAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK 

BENAR/YANG KELIRU TERSEBUT “;

3.2 Bahwa pengertian wajib pajak tidak meminta pembatalan atau pengurangan surat 

ketetapan pajak yang tidak benar tersebut “ HARUS DIARTIKAN BAHWA SI 

WAJIB PAJAK TERSEBUT (DALAM HAL INI PEMOHON PK/

PENGGUGAT TIDAK MEMINTA PEMBATALAN ATAU PENGURANGAN 

SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR/ YANG 

KELIRUTERSEBUT “, adalah :

a. Pemohon PK/Penggugat (WAJIB PAJAK)  ini tidak hadir dalam pembahasan 

akhir hasil pemeriksaan atau hanya menyuruh karyawatinya. bernama Giok 

Me tapi tidak dibekali surat kuasa dan sebagainya ;
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b. Tapi menurut ayat (1) huruf a, b, c semuanya Pasal 36 tersebut : “ NAMUN 

DIRJEN PAJAK KARENA JABATANNYA MESKI TIDAK DIMINTA 

OLEH PEMOHON PK/PENGGUGAT (WAJIB PAJAK), DIRJEN PAJAK 

DAPAT (KATA-KATA DAPAT DALAM HAL INI HARUS DITAFSIRKAN 

SEBAGAI WAJIB) UNTUK MEMBATALKAN ATAU MENGURANGKAN 

SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR/YANG KELIRU 

DALAM PERHITUNGAN/DALAM MENETAPKANNYA OLEH KANTOR 

PAJAK TERSEBUT “;

4. Bahwa sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan Pasal 36A ayat (1) “PEGAWAI PAJAK YANG KARENA 

KELALAIANNYA ATAU KARENA DENGAN SENGAJA MENGHITUNG ATAU 

MENETAPKAN PAJAK-NYA WAJIB PAJAK (PEMOHON PK/PENGGUGAT) 

TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UU PERPAJAKAN, DIKENAI SANGSI“, 

dan secara logika akal sehat :

4.1 Kalau Pemohon PK/ Penggugat (Wajib pajak) ini karena ketidak tahuannya” 

LALU TIDAK HADIR DALAM PEMBAHASAN AKHIR HASIL 

PEMERIKSAAN ATAU HANYA MENYURUH KARYAWATINYA 

BERNAMA GIOK ME TANPA DIBEKALI SURAT KUASA DAN 

SEBAGAINYA “,Lalu :

a. Dianggap hilang peluang Pemohon PK/Penggugat (Wajib Pajak) ini untuk 

melakukan koreksi terhadap kesalahan pegawai pajak dalam menghitung/

menetapkan pajaknya Pemohon PK/Penggugat (Wajib Pajak) ini

b. Lalu bagaimana Dirjen pajak bisa diberi sangsi terhadap pegawai pajak yang 

salah menghitung/menetapkan pajaknya Pemohon PK/Penggugat (Wajib 

Pajak) ini :

b.1 Kalau disisi lain Pemohon PK/Penggugat (Wajib Pajak) ini sudah 

dianggap tidak punya peluang hukum untuk mengoreksi kesalahan 

pegawai pajak tersebut ;

b.2 Padahal penekanan dari ketentuan Pasal 36A ayat (1) UU No. 28 Tahun 

2007 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut 

“ADALAH PEGAWAI PAJAK YANG SALAH MENGHITUNG/

MENETAPKAN PAJAKNYA WAJIB PAJAK DIJATUHI SANGSI “;

b.2 Tanpa memberi kewajiban kepada wajib pajak tersebut untuk “ UNTUK 

HARUS INI & HARUS ITU “;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor  784/B/PK/PJK/2013
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4.2 Meski semisal Wajib Pajak tidak melakukan ini & itu, tetapi Dirjen pajak tetap 

wajib memberi sangsi terhadap pegawai pajak yang salah menghitung /

menetapkan pajaknya wajib pajak tersebut secara mutlak ;

5. Lebih-Lebih bila merujuk kepada “ AZAS CLEMENCY (AZAS KEBAIKAN HATI) 

yang dianut oleh Direktorat Jendral Pajak dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya dibidang pemungutan pajak di RI tercinta ini “ YANG DALAM 

MENJALANKAN AZAS KEBAIKAN HATI (AZAS CLEMENCY) TERSEBUT 

HARUS BERLANDASKAN UNSUR KEADILAN “

6. Dengan pembahasan tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa jiwa dan semangat 

dibuatnya Permenkeu No. 199/PKM.03/2007 & Permenkeu no. 21/ PMK.03/2008 

tersebut :

6.1 Dimaksudkan agar tidak semua surat Ketetapan pajak yang tidak benar /yang 

salah “ BAIK KESALAHAN KECIL-KECIL MAUPUN KESALAHAN BERAT 

/ KESALAHAN BESAR “, Agar :

a. Agar tidak semuanya diajukan permintaan pembatalan atau pengurangan ke 

Dirjen pajak/ke Pengadilan Pajak ;

b. Tapi bagi kesalahan kecil yang berakibat terdapat selisih angka pajak yang 

relatif kecil maka si wajib pajak diharuskan memenuhi prosedur yang diatur 

dalam Permenkeu No. 199/PMK.03/2007 & Permenkeu No. 21/PMK.03/2008;

c. Jika persyaratan tersebut tidak dilalui oleh wajib pajak maka hilanglah peluang 

Wajib Pajak tersebut untuk meminta pengurangan atau pembatalan ketetapan 

pajak yang tidak benar, dengan pengertian :

c.1 Jika prosedur yang diatur dalam permohonan No. 199/ PMK.03/2007 

Juncto No. 21/PMK.03/2008 tersebut tidak dipenuhi/tidak dilalui oleh 

Wajib Pajak tersebut maka hilanglah peluang Wajib Pajak tersebut untuk 

meminta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak 

benar/yang keliru tersebut “YANG TINGKAT KEKELIRUANNYA/

YANG TINGKAT KESALAHANNYA HANYA BERAKIBAT 

TERJADINYA SELISIH ANGKA PAJAK YANG RELATIF KECIL 

BELAKA “;

c.2 Sehingga Wajib Pajak yang ditolak permintaannya untuk meminta 

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar/yang 

keliru tersebut :

- Hanya mengalami kerugian yang relatif kecil ;
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- Dan itu wajar karena salahnya Wajib Pajak itu sendiri mengapa 

“MENGAPA TIDAK MEMENUHI PROSEDUR YANG TELAH 

DIATUR DALAM PERMENKEU NO. 199/PMK.03/2007 Juncto 

No.21/PMK.03/2008 bila berkeinginan meminta pengurangan atau 

pembatalan atas ketetapan pajak yang tidak benar/yang keliru 

tersebut;

6.2 Tetapi meski Pemohon PK/Penggugat (Wajib pajak) ini karena ketidaktahuannya 

tentang prosedur untuk meminta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak 

yang tidak benar/yang keliru, tetapi tingkat kesalahan/kekeliruan yang dilakukan 

oleh pegawai pajak tersebut keliru berat/salah besar sehingga berakibat 

“BESARNYA PAJAKNYA PEMOHON PK / PENGGUGAT (WAJIB PAJAK) 

INI DARI YANG SEMESTINYA HANYA SEBESAR RP. 111.000.000,- 

termasuk dendanya untuk masa Januari 2009 s/d Desember 2009 MENJADI 

MEMBENGKAK SEBESAR Rp. 893.000.000,- Termasuk denda (ATAU 

TERLALU KEBANYAKAN SEBESAR RP. 782.000.000,- maka yang begitu itu 

:

a. Tidak menjadi hilang peluang Pemohon PK/Penggugat (WP) ini untuk 

meminta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar/yang 

salah berat/keliru berat tersebut;

b. meski Pemohon PK/Penggugat (WP) ini karena  ketidak tahuannya tentang 

prosedur : “TELAH TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK HADIR 

DALAM PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN DIMAKSUD“;

7. Sedangkan mengenai pengisian SPT oleh Pemohon PK/Penggugat (WP) yang keliru & 

tidak dilakukan pembetulan oleh Penggugat/Pemohon PK (Wajib Pajak) dan oleh 

Majelis Hakim X Pengadilan pajak pemeriksa gugatan Penggugat / Pemohon PK ini & 

oleh Dirjen Pajak lalu  digunakan pula sebagai dasar alasan “ UNTUK MENOLAK 

GUGATAN KAMI TANPA MEMERIKSA SUBSTANSI  PERKARANYA “ adalah 

pertimbangan hukum & amar putusan yang keliru berat/yang salah besar sangat nyata, 

sebab :

7.1 Meski kami Pemohon PK (Penggugat) ini salah mengisi SPT dengan angka-

angka yang mengacu kepada Formulir 1107, tetapi formulir 1107A & 117B juga 

sekaligus  kami lampirkan, sehingga menjadi kewajiban kantor Pajak Pratama 

Surabaya Tegalsari tersebut “UNTUK MENGOREKSI/MEMBETULKANNYA 

BERDASARKAN ALUR FORMULIR 1107A & 1107B yang juga sudah kami 

lampirkan sekali didalamnya, sebab logika akal sehat mengatakan :
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a. Semisal dalam mengisi SPT diri Penggugat / Pemohon PK (WP) ini keliru dan 

berakibat angka pajaknya Penggugat / Pemohon PK (Wajib Pajak) ini terlalu 

kecil dari yang semestinya :

a.1 Tidak mungkin Kantor Pajak tersebut mengunakan angka-angkanya 

Penggugat / Pemohon PK (WAJIB PAJAK) yang terlalu kecil dari yang 

semestinya tersebut :

- Pasti dikoreksi & dibetulkan oleh kantor pajak tersebut ;

- Sampai ketemu angka pajaknya Penggugat (WP) ini yang benar/wajar 

“SETELAH DIKOREKSI / SETELAH DIBETULKAN OLEH 

KANTOR PAJAK TERSEBUT DIATAS “;

b. Sebaliknya pengisian SPT oleh kami / Pemohon PK (WP) ini yang 

berdasarkan formulir 1107 & tidak dibetulkan oleh Pemohon PK(WP) ini dan 

menghasilkan angka pajaknya Pemohon PK masa Januari 2009 s/d Desember  

2009 dari yang semestinya hanya sebesar Rp. 111.000.000,- termasuk denda & 

menjadi sebesar Rp.893.000.000,- termasuk pajak “ ATAU TERDAPAT 

SELISIH TERLALU BESAR SEBESAR RP. 782.000.000,- lalu kantor pajak 

tersebut tidak melaksanakan kewajiban profesinya “UNTUK MENGOREKSI / 

MEMBETULKAN “, Padahal :

b.1 Bahan untuk melakukan koreksi yaitu formulirnya 1107A & 1107B juga 

kami lampirkan sekali didalamnya disamping formulir  1107 tersebut.

b.2 Menghadapi angka pajak yang terlalu besar dengan selisih sebesar 

Rp.782.000.000,- “ YANG BERSTATUS UANG HARAM UNTUK 

NEGARA RI/DIRJEN PAJAK TERSEBUT “, terungkap :

- Majelis Hakim X pajak pengadilan pajak pemeriksa gugatan kami 

TUTUP MATA;

- Hal itu sangat jelas masuk kategori perbuatan yang sangat 

bertentangan dengan “SEMUA PER-UU BIDANG PERPAJAKAN & 

BERTENTANGAN DENGAN AZAS KEBAIKAN HATI (AZAS 

CLEMENCY) YANG DIANUT DIRJEN PAJAK & DALAM 

MENJALANKAN AZAS KEBAIKAN HATI TERSEBUT 

DITEKANKAN HARUS BERLANDASKAN UNSUR KEADILAN 

“

7.2 Dan gugatan kami tersebut ditolak oleh Majelis X Pengadilan Pajak :

a. Dengan alasan sudah hilang peluang Pemohon PK/Penggugat (Wajib Pajak) 

karena dalam waktu yang diberikan oleh Permenkeu No. 199/PMK.03/2007 & 
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No. 21/PMK-03/2008 “ TIDAK HADIR DALAM PEMBAHASAN AKHIR 

HASIL PEMERIKSAAN “

b. Sehingga praktis gugatan Pemohon PK/Penggugat ini TIDAK DIPERIKSA 

MATERI PERKARANYA SELURUHNYA ;

8. Diri kami Pemohon PK (WP) ini tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil dari 

Pemeriksaan & meski mengirimkan karyawatinya yang bernama GIOK ME, tapi tidak 

dibekali dengan surat kuasa dari Direktur sehingga dianggap tidak hadir dalam 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, bahwa alasan Majelis Hakim X Pengadilan Pajak 

tersebut adalah alasan yang keliru/salah, sebab :

8.1 Karyawati bernama Giok Me yang dikirim oleh Penggugat/Pemohon PK (WP) 

tersebut “ADALAH BETUL-BETUL KARYAWATINYA PENGGUGAT /

PEMOHON PK (WP) YANG MEMBIDANGI MASLAH PERPAJAKANNYA 

CV. MAHADANA SURAYA “ ; Sehari- hari sering ke kantor Pajak dan sudah 

diketahui secara umum oleh Petugas Pajak.

8.2 Kehadirannya GIOK ME tersebut hanyalah sekedar menghadiri pembahasan 

akhir hasil pemeriksaan “ DAN TIDAK UNTUK TANDA TANGAN BERITA 

ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN, dan kalau 

waktunya tanda tangan Berita Acara Pembahasan Akhir hasil Pemeriksaan tentu 

diri kami / Pemohon PK (WP) ini sendiri yang hadir & membutuhkan tanda 

tangannya pada Berita Acara” PEMBAHASAN AKHIR HASIL 

PEMERIKSAAN TERSEBUT “ 

9. Majelis Hakim X Pengadilan Pajak tersebut didalam pertimbangan hukumnya 

mengatakan / menyebutkan bahwa “ ATAS PERMINTAAN KAMI SECARA 

TERTULIS / PENGGUGAT (WP) AGAR MAJELIS HAKIM X MENGHADIRKAN 

AR & PEMERIKSA DI PERSIDANGAN BERIKUTNYA UNTUK DAPAT 

MEMPERTERANG PERKARA GUGATAN INI & SELANJUTNYA MAJELIS 

HAKIM X YANG DIHARAPKAN SUPAYA MENGHADIRKAN AR & 

PEMERIKSA TERSEBUT  CUMA SEKEDAR MENERUSKAN PERMINTAAN 

KAMI (WP) TERSEBUT KEPADA DIRJEN PAJAK/TERGUGAT & TIDAK 

MELAKUKAN PEMANGGILAN DENGAN SECARA PATUT ATAS DIRI AR 

(SDR. A. GOFAR) PEMERIKSA (SDR. DADANG HIDAYAT) ITU UNTUK 

MENGUJI KEHHADIRAN PENGGUGAT (WP) INI “ dan ketika pihak tergugat tidak 

mematuhi perintah Majelis Hakim X dengan cara tidak mau menghadirkan AR & 

Pemeriksaan (Dadang Hidayat) tersebut, maka :
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9.1 Majelis Hakim X Pengadilan Pajak tersebut juga tidak memberi teguran kepada 

Dirjen pajak/ Tergugat “ATAU TERKESAN MELINDUNGI / MENUTUP-

NUTUPI KESALAHAN TERGUGAT/DIRJEN PAJAK A QUO “;

9.2 Bahwa cara-cara pemeriksaan oleh Majelis Hakim X Pengadilan Pajak model 

seperti itu, jelas :

a. Menurut hemat kami masuk kategori “ PRAKTEK PERADILAN YANG 

TIDAK WAJAR “;

b. Dan berakibat batalnya putusan-putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim 

X Pengadilan Pajak itu keseluruhannya “ DISAMPING BATAL KARENA 

KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM X PENGADILAN PAJAK ITU DALAM 

BENTUK LAINNYA SEPERTI TERURAI DIATAS :

10. Koreksi kesalahan pada kolom angka-angka pada putusan PP NO. 40276 bulan 

September 2009, PP NO. 40278/PP/M.X/99/2012 bulan November 2009, dan PP No. 

40279/PP/M.X/99/2012 Buku Desember 2009 pada hal 6-7-8 terdapat persamaan.

Majelis Hakim Pemeriksaan ditingkat P.K Yth.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali  tersebut, 

Mahkamah Agung berpendapat :  

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan 

karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak 

permohonan Gugatan Penggugat terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 

KEP-1952/WPJ.11/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan 

Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak 

Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00012/207/09/607/10 tanggal 2 

September 2010, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah 

tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-

nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 

maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan 

Kembali : CV. Mahadana Suraya tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak  yang 

kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali 

yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor  48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2009 dan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali  : CV.  MAHADANA SURAYA tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara 

dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung 

pada hari : Kamis, tanggal 06 Februari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. 

Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung 

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H. 

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis 

dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri 

oleh para pihak.

Anggota Majelis:                Ketua Majelis, 

          Ttd.                      Ttd.
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.   Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.
          Ttd.  
H. Yulius, S.H., M.H.                                                          

        Panitera Pengganti   : 
             Ttd.

            Lucas Prakoso, SH. MHum.

Biaya-biaya :
1. Meterai  ………................................ Rp.       6.000,-
2. Redaksi ……..................................... Rp.       5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali  ..…Rp. 2.489.000,-
    Jumlah Rp. 2.500.000,-               
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Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera 
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754
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